BUPATI BARITO KUALA

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 416 /KUM/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DESA BERSIH NARKOBA
KABUPATEN BARITO KUALA

BUPATI BARITO KUALA,

. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020

tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
maka dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat melalui fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkoba, perlu menunjuk Desa Bersih Narkoba;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu ditetapkannya dengan keputusan
Bupati.

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1933 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5062); )

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55387)



Menetapkan

KESATU

10

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010
tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana
Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019
tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 195);

.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik

Indonesia Nomor 4 tahun 2019 Tentang Kebijakan
kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Norkoba.

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Desa Bersih Narkoba Kabupaten Barito Kuala.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Desa Sebagaimana dimasud Diktum KESATU adalah :
1. Desa Sungai Lirik Kecamatan Bakumpai;
2. Desa Batik Kecamatan Bakumpai.

Desa yang ditunjuk berkewajiban melaksanakan kegiatan
kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) baik yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada};c_an‘ggal 27 Oktober 2023
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